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Peserta Rapat
Hadir dan Virtual

2021-2022
1]
13 (tiga belas)

Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan secara tatap
muka dan virtual

1. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana (BKKBN);

2. Dirjen - Kesehatan
Kesehatan RI.

Terbuka
Senin, 31 Januari 2022
16.00 WIB — selesai

Penjelasan tentang percepatan penurunan stunting
sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun
2021, terutama di masa pandemi Covid-19.

Masyarakat = Kementerian

Emanuel Melkiades Laka Lena/ Wakil Ketua Komisi IX
DPR RI

Suryatna, S.IP./ Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX
DPRRI

Ruang Rapat Komisi IX DPR Rl Gedung Nusantara | Lt.1
JI. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

A. Fisik 20 orang Virtual 24 orang dari 51 orang
Anggota Komisi IX DPR RI;

B. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana (BKKBN): Dr. (H.C). dr. Hasto Wardoyo,
Sp.OG(K), beserta jajaran;

C. Plt. Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian
Kesehatan RI: drg. Murti Utami, M.PH., QGIA,,
CGCAE., beserta jajaran. )



PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Kepala Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) dan PIt. Dirjen Kesehatan
Masyarakat Kementeruian Kesehatan RI, dibuka pukul 16.10 WIB.,
dilaksanakan secara tatap muka dan virtual, sesuai dengan Ketentuan Pasal
281 ayat (1) Peraturan DPR Rl Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat
telah memenuhi kuorum dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR Rl mendesak BKKBN RI sebagai Ketua Pelaksana
Percepatan Penurunan Stunting untuk:

a. meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi strategi penurunan stunting
antar kementerian/lembaga sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72
Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting; dan

b. membuat program yang inovatif untuk menurunkan stunting sebanyak
10,4% sebagai upaya pemenuhan target penurunan stunting dari 24,4 %
menjadi 14% pada tahun 2024.

2. Komisi IX DPR RI mendesak BKKBN RI bersama-sama dengan Direktorat

Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI untuk:

a. melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring serta evaluasi secara
berkala terhadap pelaksanaan intervensi spesifik dan intervensi sensitif
sekaligus menetapkan proporsi anggarannya dengan melibatkan
kementerian/lembaga terkait;

b. segera merealisasikan pemenuhan alat kesehatan dan sumber daya
manusia kesehatan yang diperlukan fasilitas layanan kesehatan untuk
percepatan penurunan stunting; dan

c. memastikan pemenuhan kesejahteraan dan kesehatan kader keluarga
berencana, termasuk keikutsertaan dalam kepesertaan BPJS Kesehatan
dan BPJS Ketenagakerjaan.

3. Komisi IX DPR RI mendesak BKKBN RI bersama dengan Direktorat Jenderal
Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Rl untuk memberikan data-
data terkait percepatan penurunan stunting kepada Komisi IX DPR RI, antara
lain:

a. angka stunting di setiap kabupaten/kota dengan merinci daerah tertinggi
dan terendah stunting;

b. rincian kebutuhan anggaran penanganan stunting di setiap
kabupaten/kota untuk tahun 2022; dan

c. testimoni keberhasilan penanganan stunting dari berbagai daerah di
kabupaten/kota.

4. Komisi IX DPR Rl mendesak BKKBN RI dan Direktorat Jenderal Kesehatan
Masyarakat Kementerian Kesehatan Rl untuk terus meningkatkan
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dengan seluruh pemangku
kepentingan yang terlibat dalam penanganan stunting.



5. Komisi IX DPR RI meminta jawaban tertulis terhadap pertanyaan anggota
Komisi IX DPR RI pada Rapat Dengar Pendapat hari ini dan diserahkan
paling lambat tanggal 7 Februari 2022.

lll. PENUTUP
Rapat ditutup pukul 21.30 WIB.

Jakarta, 31 Januari 2022
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PLT. DIRJEN KESEHATAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN KESEHATAN RI,

(/Q .

drg. MURTI UTAMI, M jH., QGIA., CGCAE.




